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KEPUTUSAN KOMISI PEMILTHAN UMUM

KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG

Tivi PEMERIKSA KESEHATAN

BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI

TAHUN 2018

KOMIST PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 huruf e
Undarg-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daera}' jo. Undang-Undeng Nemor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Uncang Nemor 32 Tahun
deér tentang Pemeriniahan Daeral;, dijzlaskan bahwa salah
safu gyarat calon Kepala Daerzh dan Wakil Kepala Daerah
adalah sehat jasmani dan rohani berdasarkaa hasil pemeriksaan
kesehatan menyeluruh dari tim dokis::
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf b, jo. Pasal
13 ayar (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemiithan
Umum Nomor 15 Tahun 2008 tentzng Pedoman Tata Cara
Pencalonan Perilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daersh, Komisi Pemilihan Umum Xab/Kabupaien
berwenang untuk raenunjuk dan menetapkan Tim Dokter
Pemeriksa Khusus Kesehatan Pasanpzn Calon;
bahwa untuk keperluan .,\.ua;i‘_:i':'_&'!a dimaksud huruf a diatas
perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan  Umum
Kabuvaten Boyolali teniang Tim Pemeriksa Kesechatan Bakal
Calon Bupati Dan Wakii Bhpaﬂ Boyolali Dalam Pemilitan
Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010,

Undang-Undang Nomor 10 tehun 1950 tentang Pembentukan
Jawa Tengah:

Undang-Undang Nomor 13 Tanun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi fawa
Tengah:

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang lmu
Pengetahuan dan Teknologi;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemibentukan
Peraturan Perundang-undangen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
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Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4721);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4801);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836);
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5043);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063):

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,
Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2005 Tentang Pemilihan. Pengesahan Pengangkatan,
dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4865);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950 Pembentukan Daerah—-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerahdan Pertanggungjawaban Belanja
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007
tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
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tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
59 Tahun 2007 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VI/2008
Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Tanggal 4 Agustus 1945;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009
Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008
Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan Undang —Undang Nomor 12 Tahun 2008
Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Tanggal 4 Agustus 1945;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008
tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009
tentang Pedoman Tahapan, Program dan Jadwal dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009
tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009
tentang Penetapan Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan
Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009
tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali
Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2009
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun
2010;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali
Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara
Verifikasi Dan Pencalonan Pemilihan Umum Bupati Dan
Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010;

Perjanjian Kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Boyolali dengan Rumah Sakit Umum Pandan
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Arang Kabupaten Boyolali tentang Pemeriksaan Kesehatan
Jasmani dan Rohani Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam
Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun
2010;

Surat Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Boyolali Nomor
014/Rekom-ID1/Cab.Byl/11/2010 tanggal 22 Februari 2010
perihal Rekomandasi IDI Boyolali;

Surat Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten
Boyolali Nomor  / /33/2009 tanggal 2 Maret 2009 perihal
Penyampaian Daftar Usulan Personil Tim Penguji Kesehatan
Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010-
2015;

Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Boyolali tanggal 3 Maret Tahun 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Calon Bupati Dan
Wakil Bupati Boyolali Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan
Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010, dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

Nama yang ditetapkan sebagaimana DIKTUM PERTAMA pada
keputusan ini bertanggung jawab kepada Ketua Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali:

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini
dibebankan pada Belanja Hibah Pemilihan Umum Bupati dan
Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi : Boyolali
Pada Tanggal : & Maret2010
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Lampiran :

Kabupaten Boyolali
Nomor :
Tanggal :

TIM PEMERIKSA KESEHATAN
BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI

S Tahun 2010
3 Maret 2010

Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Pandan Arang Kab. Boyolali

TAHUN 2010
' PANGKAT, KEDUDUKAN
NO NAMA GOL/RUANG JABATAN DALAM TIM
1 2 3 4 5
1. dr. Andarwati, M.Kes Pembina Tk [, IV/b Direktur RSUD Pandan Penanggung
NIP. 19630119 198903 2 004 Arang Kab. Boyolali Jawab
| 2. dr. DM. Razali Siregar, Sp.PD Pembina Utama Dokter Spesialis Penyakit
‘ NIP. 19500502 197712 1 001 Madya, IV/d Dalam RSUD Pandan Arang Ketua :
Kab. Boyolali
3. dr. Endang Kartini Purwaningsih Pembina Tk I, IV/b Kabid. Pelayanan RSUD Sekretaris |
NIP. 19570815 198512 2 002 Pandan Arang Kab. Boyolali z
Y dr. Edi Santoso Suryawan, Sp.B Penata, Ill/c Dokter Spesialis Bedah
NIP. 19660412 199603 1 001 RSUD Pandan Arang Kab. Anggota |
Boyolali
! 5. i dr. Listyowati, Sp.PD Pembina Tk I, IV/b Dokter Spesialis Penyakit
NIP. 19611202 198710 2 002 Dalam RSUD Pandan Arang Anggota :
Kab. Boyolali ;
1
6. dr. Wahyu Sudarmo, Sp.M Penata, 11l/c Dokter Spesialis Mata |
I NIP. 19630208 199103 1 009 RSUD Pandan Arang Kab. Anggota l
| ; Boyolali |
7. dr. Indra Addinar. Sp.S Pembina Utama Muda, | Dokter Spesialis Saraf l
NIP. 19600124 198612 1 001 | IV/c RSUD Pandan Arang Kab. Anggota
! Boyolali
8. dr. Hendro Priyono, Sp.R | Pembina Utama Muda, | Dokter Spesialis Radiologi
NIP. 19581028 198503 1 009 IV/c RSUD Pandan Arang Kab. Anggota *
Boyolali
9. dr. Antonius Christanto, Sp.THT, Penata, Il/c Dokter Spesialis THT ?
M.Kes RSUD Pandan Arang Kab. Anggota
NIP. 196 0310 199903 1 006 Boyolali
10. | drg. Nuni Grohowati Pembina Tk [, IV/b Dokter Gigi RSUD Pandan Anegota
NIP. 19620925 198901 2 001 Arang Kab. Boyolali 88 ;
11. | dr. Agnes Fatimah, Sp. KJ Pembina, [V/a Dokter Spesialis Kedokteran Angeota E
NIP. 19580507 198903 2 004 Jiwa °& ;
12 dr. Rhina Widhi Kurniati, Sp. PK Penata Tk I, I11/d Kepala Instalasi
NIP. 19650125 199509 2 001 Laboratorium Pada RSUD Anggota ?

Ditetapkan di
Pada Tanggal




